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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun
2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomeor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang@
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Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keua ngan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tamabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,40
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pemmbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomeor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomeor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); J,b
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan  Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan  Peraturan  Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 142};@
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024
Nomor 16);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomeor 4
Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024,

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

) g
2,

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyvelenggara
pemerintahan daerah vang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yvang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah vang diakui sebagai
penambah nilai kekavaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang perlu yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah vang selanjuinya disingkat PAD adalah
pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah,
hasil pengelolaan kekayaan Daerah vang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yvang sah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.ap



Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rpl1.986.497.196.736,00 (satu
triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus sembilan
puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh
enam rupiah) bertambah sebesar Rpl127.032.539.249,29 (seratus dua puluh
tujuh miliar tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua
ratus empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan sen rupiah) sehingga
menjadi Rp2.113.529.735.985,29 (dua triliun seratus tiga belas miliar lima
ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan
ratus delapan puluh lima koma dua puluh sembilan sen rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula Rp1.910.663.329.895,00
2. bertambah/(berkurang) Rpl115.769.509.132,93
jumlah Rp2.026.432.839.027,93

b. Belanja Daerah
1. semula Rp1.986.497.196.736,00
2. bertambah /(berkurang) REpl127.032.539.249,29
jumlah Rp2.113.529.735.985,29

c. Pembiayaan Daerah
1. penerimaan pembiayaan

a) semula Rp86.833.866.841,00
b) bertambah/(berkurang) Rpl16.736.276.338,56,00
jumlah Rp103.570.143.179,56

2. pengeluaran pembiayaan
a) semula Ep11.000.000.000,00
b) bertambah /(berkurang) Rp5.473.246.222,20
jumlah Rp16.473.246.222,20
Jumlah pembiayaan neto Rp87.096.896.957,36
Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

a. Lampiran | Ringkasan Penjabaran  Perubahan APBD  Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran Il Penjabaran Perubahan  APBD Menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

¢. Lampiran [ll Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan; Besaran
Hihah;dp



d. Lampiran IV  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan; Besaran
Bantuan Sosial;

e. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

f. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

g. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub  Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian

Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
dan
h. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APED dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan Kkerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. GP



‘ Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

Timur. GP

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 September 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

[

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

_—

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 23

STEMPEL P2 "AF KOORDINASI
BADAN KEU4 k<25 OAN ASET DAERAH

VYABUPATEN LUWU TIMUR
TELAH C/°F 21K SA PARAF
SEKDA ~
ASISTEN ) Y
KABAN o
KABID - o
KASUBAG /- . - %



JUMLAH [Rp)

HKODE URAIAN BERKURANGBERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 2 3 4 ]

6.1 PEMERIMAAN PEMBIAYAAN B96.633.866.841,00 103.570.142.179, 56 16.736.276.338,56
&,1,01 Sisa Lebih Parhitungan &nggaran Tahun Sebelumnya 86.833.686.641.00 103,570, 143,179, 56 18.736.276.338,56
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 11.000.000.000,00 16.473,246.222,20 5.473.246.222.20
a.2.02 Penyartaan Maodal Deerah 11.0000000.000,00 11.000.000.000,00 0,00
a.2.03 Pembayaran Clellan Pokox Utang yang Jatuh Tampa 0,00 5.473.248.222,20 5.473.246.222,20

Jumiah Pengelusran Pemblayasn 11.000.000.000,00 18471248, 223,20 5.473.246.222,20

Pamiblaysan Naeths T5.033.866.841,00 B7.006, 896,957 38 11.263.030.118,38
8.3 Sisa Lebik Permibiayaan Anggarsn Dasrah Tahun Barkensan [SILPA) 0,00 0,00 0,00

STEMPFEL PARLF KOORDINASI

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Y ABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA PRRAF
SEKDA ~.
ASISTEN o
KABAN
KABID T e
KASUBAG / KASUBID Anw
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Kelompok Belanja

Jumlah
Kode Uraian Operasl Modal Tidak Terduga Transfer
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum | Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
71.203.561,65 | 72.786.661.01 | 43.158.230.9 | 44.122 6605 114.361.792.5 | 116.909.321.5
0 01 | Pandidikan 5,00 5,00 00,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 63,00
6.496.100.800 | £.901.174.800 | 9.053.678.00 | 7.231.513.00 15.548.778.80 | 14.132 687.80
10 19 | Kepemudaan dan Olahraga . 00 0.00 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
10 22 | Kebudayaan I.M% 2&51,559.5'% 130.050.4%16 13&.0213.-1.::% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4ﬁ.619.5f$ 2.5&1.\&099'013
10 23 | Perpustakaan HEME,BEG.E 1.u1&93u£ 0.00 aﬂ.msm.g 0,00 0,00 0.00 0,00 345.449.950.“& 1.104.654.100
PERLINDUNGAN SOSIAL
5.391.276.064 | 6.404.369.189 | 825.000.000, | 696.100.000, 6.216.276.064 | 7.100.469.189
1" 06 | Sosial 00 00 00 o0 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00
Pemberdayaan Perempuan | 1.728.876.937 | 1.941.377.441 | 126.240.000, | 126.240.000, 1.855.116.937 | 2.067.617.441
i 08 | gan Perfindungan Anak 00 00 00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 ]
11 o T m.m?.ﬁn.: m.masu.g mmuuﬁ] uamm% 0.00 0,00 0.00 0.00 mnu?ﬁm,g maa?nzrﬁ
TOTAL 1.303.164,083 | 1.382.875.838 | 336.567.635. | 371.390.607. | 3.500.000. | 1.500.000. | 343.265.478. | 357.763.200. | 1.986.497.196 | 2.113.529.735
591,00 532,00 145,00 356,00 000,00 000,00 000,00 087,28 136,00 885,29
Kab. Luwu Timur, 20 September 2024
STEMPLL PARAF HOORDINASI Bupati
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
VABUPATEN LUWU TIMUR
TELAH DIPERIKSA HARAF [
SEKDA L
B t BUDIMAN.
ASISTEN e
KABAN
KABID @ -
KASUBAG / KASUBID Ay
o T Halaman 5
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Frinian Pemiangusen Hesons Prigesl Pesianguan Prevn Progrim SNPD Peisksans [ ew— Madsi Tidah Taruge Sm——

Gabmtorn Tawudet gt duh b~ }-
mﬁ‘:’-..“'?.‘._"' tu’.ﬂ.‘;—_‘. wmmrﬂmmm“m“ Dinas Mecehuar LT ] 008 L] 000 000 nm oo o LT
Pangemcargan Eknc D Peerian Dhsar | pamavtaha 7o seiane e oo | PIOGRAM PENGEMBANGAN 4 PENAANAN MODAL Potapen Topad, S o | ZTMTOR00 | aoe ton| opo| om| om o |  wrmevms | am
s o %Pt glungan PROGRAM PERGHARKGAAN LINGHLIMGAS HITUP UNTLS MASY ARARSAT Chras Lingiuirgan Hdup BE.I64 060,10 000 a0 000 0,00 o0 0.8 seosissose [ e
el [t S SR —— oareon | sam| o ol IR [ S S [
P gaitareps Enaeet s Pl Taese | ying St o e PRROGRAM PENNGKATAN PRASARANA. SARANA DA LTI TAS UL [PSU e Py Ko mowascnon | upo | t2rieamssas | ase| ose|  am oot | irmmEmess | am

TOTAL | THLEIE 45800 000 | BA0SE354.280,00 [ (] 000 | 1677152900800 om

Kab. Luwy Timur, 20 Saptember 2024

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

YABUPATEN LUWU TiMUK

| TELAHDISERIKSA PARAF
SEKDA A
ASISTEN 12
KABAN
KABID =
KASUBAG / KASUBID 4
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Kode Uraian RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.731.905,00 12.231.905,00 12.231.905,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.014.750,00 18.014.750,00 18.014.750,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 |01 | 01| 206 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.040.000,00 8.040.000,00 £.040.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 |01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.485.000,00 11.495.000,00 11.485.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penysienggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 414.437.000,00 433 815.250,00 436.785.250,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 | 01 |01 | 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.144.685.000,00 |  1.135.610.000,00 |  1.736.600.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 |01 | 01 | 207 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 970.025.000,00 965.450.00000 |  1.566.440.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 |01 | 01 | 207 | 0005 | Pengadaan Mebel 24.100.000,00 24.100.000,00 24.100.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 | 01 [ 01 | 207 | 0006 | Pengadaan Peratatan dan Mesin Lainnya 41,000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 |01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 109.560.000,00 105.060.000,00 105.060.000,00
8.01.0.00.0.0001.0000 |8 |01 |01 | 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.400.000,00 85.600.000,00 #5.600.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 | 01|01 | 208 | 0001 | Penysdiaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 | 01 | 01 [ 208 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.600.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.800.000,00 42.600.000,00 42.600.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 |01 |01 |209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 134.500.000,00 134.650.000,00 134.650.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 | 01 | 01 | 2.00 | 0002 P“mra:i:an&:; P’“““ “"‘Z."ﬂ‘“upiﬂ'""“"' Pajak dan Porizinan 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.000.000,00 18.650.000,00 18.650.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 |01 | 01| 2.0 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 82.000.000,00 82.000.000,00 §2.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 |8 a | ;:1?__?% E:{o Pemelharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 9.500.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
BADAN KEUANGAMN DAN ASET DAERAH TOTAL | 2.063.523.602.650,00 | 2.096.558.345.826,00 | 2.113.529.735.985,28
ATES TIMUR Kab. Luwu Timur, 20 September 2024
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[ Indikator Kaluaran

: Jumlah Laporan Hasll Monktoring, Evaluasi dan Palaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intalijen,

Jatuh Tempe

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Kenflik di Dasrah
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
51 BELAMNJA OPERASI
5.1.02 Balanja Barang dan Jasa 36.356.700,00 3B6.356.700,00
PEMEIAYAAN DAERAH
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
] PEMBIAYAAMN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 86.833.866.841,00 | 103.570.143.179,568
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
B.1.01 Sebelumnya B6.B33.866.841,00 | 103.570.143.179,58
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 11.000.000.000,00 16.473.246.222.20
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 11.000.000.0:00,00 11.000.000.000,00
6.2.03 Prmbsysran Clolian Polu Lileng yang 0,00 | 547324622220
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BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
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Jenis Pelayanan Dasar

Sub Keglatan

Alokasl Anggaran (Rp)

Sebelum Sesudah
1 2 3 4 5
3 Aehablitasi sosial dasar lanjut usla | Pemberlan Bimbingan Soslal kepada Keluarga 175.385.000,00 210.781.000,00
terlantar di luar panti Panyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengamis dan Masyarakat
Penyediaan Parmakanan B41.927.955,00 878.658.280,00
Pambarian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, 53.650.000,00 52.465.000,00

dan Sosial

khususnya gelandangan dan
pengamis terlartar di luar panti

Rehablitasi sosial dasar tuna sosial

Total 1.070.972.955,00 1.152.904.280,00
Penyadiaan Permakanan 841.827.955,00 879.658.280,00
Ty e
Terlantar, Lanjut Usia Terantar, serta 175.395.000,00 210.781.000,00
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Pamberian Bimbingan Fislk, Mental, Spiritual, 53.650.000,00 62.465.000,00

dan Sosial

Tatal 1.070.872.955,00 1.152.904.280,00
5. | Perindungan dan jaminan sosial Penyediaan Makanan 205.528.650,00 323.360.690,00
pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban
bencana daerah kabupaten/ota
Total 205.528.650,00 323.360.680,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Soslal 4.489.420.470,00 4,834.977.810,00
Kab. Luwu Timur, 20 September 2024
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RANCANGAN APBD (Rp)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp)
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 5
2 URUSAMN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAMAN
DASAR
2 18 URLUSAM PEMERINTAHAN BIDANG
PENAMAMAN MODAL
2 18 04 PROGRAM PELAYAMNAN PENANAMAM 387.918.085,00 316.309.450,00 340,309.450,00
MODAL
2 13 URUSAM PEMERINTAHAN BIDANG

2 13 o

PROGRAM PENUNJANG URLISAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

694,140.768.466,00

4.616.968.611,00

4.710.216.971,00

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

3 a0 URUSAMN PEMERINTAHAN BIDANG
PERDAGANGAN
3 ao 05 | PROGRAM PENGEMBAMGAN EKSPOR 366.421.000,00 304.431.443,00 333.337.443,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAMNAN
DASAR
2 13 URUSAMN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 1.298.895.6848,00 1.087.308.470,00 1.443.471.470,00
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